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PUTUSAN
Nomor 2278 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
MURNI, bertempat tinggal di Pulodarat, RT 012, RW 002,
Kelurahan Pulodarat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten
Jepara;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
ULAMM DI JAKARTA cq PT PERMODALAN NASIONAL
MADANI (PERSERO) ULAMM CABANG KUDUS,
berkedudukan di Ps. Jember, Jalan Jepara Nomor 412 DD
Kudus, diwakili oleh Nur Chanafi, selaku Pimpinan Cabang
Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifki Rasyid, dan
kawan-kawan, Karyawan PT Permodalan Nasional Madani
(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni
2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek tanah dan bangunan;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan untuk membatalkan
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lelang dan tidak melakukan lelang lagi karena Penggugat bermaksud
akan melunasi sisa utang;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Majelis yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri

Jepara berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo (kompetensi relatif);

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif tersebut
Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/
2017/PN Jpa., tanggal 18 September 2017, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi:

Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard/NO);

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp917.000,00 (sembilan ratus
tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 534/PDT/2017/PT SMG., tanggal 30
Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

2. Menguatkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Jepara  Nomor
30/Pdt.G/2017/PN Jpr., tanggal 18 September 2017 yang dimohonkan
banding tersebut;
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3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Jpa., juncto Nomor
534/PDT/2017/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut
pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
7 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

- Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara
Nomor 534/PDT/2017/PT SMG., perlu dikaji ulang;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Memerintahkan kepada Tergugat menerima maksud baik Penggugat
untuk melunasi pokoknya saja;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
upaya hukum banding maupun kasasi;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas
perkara ini;

Subsidair:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
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bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
7 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini
Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan
hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu
perjanjian kredit dan di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula pilihan
pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Kudus jika dalam perjanjian terjadi
sengketa, oleh karena gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri
Jepara maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara
ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Murni tersebut
harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor § Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MURNI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
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pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,
S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.
Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak.
Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

TMeterai............ Rp 6.000,00

2Redaks i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi........... Rp489.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00
UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA
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Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001
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